
 

NOTULENSI RAPAT STAFF DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN 
(RASTAF-EKA) 

 
SATUAN KERJA   

 
 

Periode : Triwulan II Tahun 2025 
Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Bojonegoro 

 

Dalam rangka evaluasi kinerja sebagai tindak lanjut Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 

yang telah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 2025 

dan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Republik Indonesia, telah 

diselenggarakan Rapat Staf dalam rangka Evaluasi Kinerja pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat 

di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yang hasil-hasilnya sebagai berikut : 

1. PIMPINAN DAN PESERTA RAPAT : 

1.1 Rapat dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro 

1.2 Rapat dihadiri oleh : 

- Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bojonegoro 

- Kepala Seksi Intelijen 

- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum 

- Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus 

- Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 

- Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti 

2. ULASAN MENGENAI CAPAIAN KINERJA DAN PEMENUHAN TARGET KINERJA 

Penyusunan laporan kinerja didasarkan dari jumlah kinerja disbanding dengan target 

Perjanjian Kinerja dan POK yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Berrdasarkan 

pemaparan dari masing-masing Kepala Seksi diketahui capaian kinerja Kejaksaan Negeri 

Bojonegoro pada Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut : 

2.1 Kinerja Bidang Pembinaan 

a. Optimalisasi Penyerapan Anggaran 

Alokasi Anggaran Realisasi Triwulan 2 Tahun 2025 Capaian Target 

17.164.253.000 9.788.830.762 57,03% 

b. Nilai Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada Aplikasi SMART 

Target Nilai Triwulan 2 Tahun 2025 Capaian Rincian Output 

50 62,96 261 

c. Optimalisasi PNBP 

Target Tahun 2025 Realisasi Triwulan 2 Tahun 2025 Capaian Target 

Rp 418.213.000 Rp 616.929.010 128,52% 

 

 



 

d. Persentase Kepatuhan CMS 

Kepatuhan Pelaporan 

Tahap Pra Penuntutan 

Kepatuhan Pelaporan 

Tahap Penuntutan 

Rata-Rata Persentase 

Kepatuhan 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

 

2.2 Kinerja Bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan 

Jenis Potensi Diselesaikan Persentase 

Penyelamatan dari 

benda sitaan dan 

barang Rampasan 

melalui Lelang, PSP, 

Hibah dan lainnya 

Nihil Nihil Nihil 

Pemulihan dalam 

rangka Pemenuhan 

Uang Pengganti, 

denda,  pidana 

tambahan lain  dan 

pendampingan 

Kementerian/Lembaga 

/Lintas Negara 

1 0 0% 

 

2.3 Kinerja Bidang Intelijen 

a. Pelaksanaan Operasi Intelijen 

Jenis Kegiatan 
Jumlah Sprint 

Ops 

Jumlah 

Laporan 
Persentase 

Bidang Idpolhankam 8 8 100% 

Bidang Sosbudmas 1 1 100% 

Bidang Ekonomi dan Keu 2 2 100% 

Laporan Pengamanan 

Pembangunan Strategis 

1 1 100% 

 

b. Pengamanan Buronan 

Jumlah Buronan Kinerja Jumlah 

2 1 1 

C. Penyuluhan dan penerangan hukum 

Jumlah Buronan Jumlah kegiatan Target 

Penyuluhan Hukum 4 kegiatan 4 kegiatan 

Penerangan Hukum 8 kegiatan 8 kegiatan 

 

2.4 Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum 

a. Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif 

Sepanjang Triwulan 2 Tahun 2025 terdapat sebanyak 1 perkara yang berhasil 

diselesaikan melalui keadilan restoratif dari sebanyak 1 perkara yang diusulkan atau 



 

sebesar 100% persen. 

b. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 

Tahapan 
Kinerja 

Ditangani Diselesaikan Persentase 

SPDP 80 Perkara 80 Perkara 100 % 

Pra Penuntutan 59 Perkara 49 Perkara 83,05 % 

Penuntutan 49 Perkara 47 Perkara 95,91 % 

Eksekusi Terpidana 48 Terpidana 48 Terpidana 100 % 

Eksekusi Barang Bukti 70 Unit 70 Unit 100 % 

Rata-Rata 95,79 % 

 

2.5 Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus 

a. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU 

Tahap Target 
Kinerja Capaian 

Target Ditangani Diselesaikan Persentase 

Laporan 

Pengaduan 
1 

 
5 

 
1 
 

 
20% 

 
100% 

Penyelidikan 1 0 0 0% - 

Penyidikan 1 2 0 0%  

Pra Penuntutan 1 0 0 0% - 

Penuntutan 1 0 0 0% - 

Eksekusi 

Terpidana 
1 

0 0 0%  
- 
 

 
 Persentase Penyelesaian Perkara Kepabeanan, Cukai dan Pajak dan TPPU 

 

Tahap Target 
Kinerja Capaian 

Target Ditangani Diselesaikan Persentase 

Pra Penuntutan 1 1 0 0 100% 

Penuntutan 1 0 0 0 - 

Eksekusi 

Terpidana 

1  
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
b. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Jalur Pidana Khusus 

 

 
Jenis 

Kinerja 

Berdasarkan Putusan 

Inkracht 
Diselesaikan 

Barang Rampasan 1 1 

Uang Sitaan 0 0 

Denda 0 0 

Uang Pengganti 0 0 

Jumlah 1 1 

Rata-Rata Penyelesaian 100% 

 

2.6 Kinerja Bidang Perdata dan TUN 

a. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN 

Jenis Target Kinerja Capaian 

Target Ditangani Diselesaikan Persentase 

Perdata Litigasi 1 0 0 0% 0% 

Perdata Non 

Litigasi 
6 

lembaga 

 
120 SKK 

 
0 

 
0% 

 
100% 

TUN Litigasi 1 0 0 0% 0% 

b. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata 

 
 

Target 
Kinerja Capaian 

Target Ditangani Dipulihkan Persentase 

 

 
0 

 
PDAM  

Rp. 60.638.900,- 

 
Rp. 24.917.250,- 

 
41,09% 

 
 
 
 
 

100% 

PT BBS Rp. 
12.668.594.592,- 

 
Rp.12.599.619.373,- 

 
99,00% 

BRI  
Rp. 9.902.609.766,- 

 
Rp. 584.479.065,- 

 
5.90% 

  
Dinas Koperasi  

Rp. 90.000.000,- 

 
Rp. 50.000.000,- 

 
55% 

 

JUMLAH 
 

Rp. 22.721.843.258,- 
 

Rp. 13.259.015.688,- 
 

58,35% 

 

 

 

 



 

c. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum dan pelayaanan hukum dan Tindakan 

hukum lain 

Jenis Target Kinerja Capaian 
Target 

Ditangani Dipulihkan Persentase 

Pertimbangan 
Hukum 

6 26 26 100% 433% 

Pelayanan Hukum 12 7 7 100% 58% 

Tindakan Hukum 
Lain 

0 - - - - 

 

3. INVENTARISASI HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN 

KINERJA DAN/ATAU PEMENUHAN TARGET KINERJA 

3.1 Bidang Pembinaan; 

-  

3.2 Bidang Intelijen; 

-  

3.3 Bidang Tindak Pidana Umum; 

- Belum ada perkara yang bisa di Restorative Justice. 

3.4 Bidang Tindak Pidana Khusus; 

- Laporan pengaduan masyarakat masih dalam tahap permintaan keterangan yang 

dihimpun dari pihak-pihak yang terlibat. 

- Kasus-kasus yang lebih kompleks, sehingga diperlukan koordinasi berbagai pihak. 

3.5 Bidang Perdata dan TUN; 

- Pemerintah atau BUMN/BUMD belum ada yang mengajukan permohonan Bantuan 

Hukum TUN.  

- Pemerintah atau BUMN/BUMD belum ada yang mengajukan permohonan Bantuan 

Hukum Litigasi. 

3.6 Bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan 

- Proses pengajuan penilaian KPKNL yang cukup lama 

- Persyaratan / dokumen untuk pengajuan lelang dari barang rampasan sita eksekusi yang sulit 

untuk dipenuhi 

4. STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN SELANJUTNYA DALAM 

RANGKA PEMENUHAN TARGET KINERJA; 

4.1 Bidang Pembinaan; 

- Monitoring dan evaluasi berjenjang dengan internal 

4.2 Bidang Intelijen; 

- Monitoring dan evaluasi berjenjang dengan internal 

4.3 Bidang Tindak Pidana Umum; 

- Memberikan saran kepada pihak korban dan tersangka agar kedua belah pihak tidak 



 

dirugikan dan dapat berdamai; 

- Memberikan sarana kepada korban dan tersangka untuk upaya perdamaian. 

4.4 Bidang Tindak Pidana Khusus; 

- Dilakukan ekspose dengan seluruh jajaran jaksa fungsional dan pejabat struktural 

dalam penanganan perkara pidana khusus. 

- Koordinasi dan evaluasi berjenjang dalam penanganan perkara. 

4.5 Bidang Perdata dan TUN; 

- Monitoring dan evaluasi berjenjang dengan internal 

- Koordinasi lebih lanjut dengan pihak eksternal 

4.6 Bidang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan 

- Monitoring dan evaluasi berjenjang dengan internal 

 

 

 

Disahkan oleh 
Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro 
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